
BABI 

PENDAHULUAN 

Pertumbuhan dan perkcmbangan yang tcrjadi pada jumlah kendaraan 

bcrmotor bcrbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi akan cecapi 

perturnbuhan cersebul Lidak diimbangi dengan pcrtumbuhan dan perbaikan sarana 

dan prasarana transportasi. Sehingga kekurangan ini mengakibatkan terjadinya 

kemacetan harupir di seluruh jalan raya di Indonesia terutama di kota-kota besar 

seperti di Kota Medan. 

Kendaraan bermotor adalah salah satu sarana angku1a.n yang mcmiliki 

peranan sanga.t penting untuk mcmbantu manusia dalam melakukan kegiatan 

sehari-hari. Baik untuk mengangkut orang a.taupun mengang.kat barang yang 

sudah pasli akan mcmcrlukan tempat untuk berhenti sementara jika sudah 

mencapai tujuannya. 

Angkutan umum seperti bis, angkot, dan kendaraan umum lainnya 1elah 

disediakan fasiliLas oleh pemerintah berupa halte ataupun terminal yang dapat 

digunakan sebagai tempat pemberhentian sementara, baik untuk menurunkan 

maupun untuk menaikkan penumpang. Dirnana angkutan umum tersebut tidak 

perlu ditinggalkan oleh pengemudinya. Hal ini berbeda denga.n kendara.an pribadi, 

baik kendaraan roda empat (mobil) maupun kendaraan roda dua (motor) yang 

mcmerlukan sarana parkir sebagai tempat pemberhentian sememara. dimana 

kendaraan pribadi tersebut ditinggalkan oleh pengemudinya untuk jangka wak:tu 

Lertentu. 
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Kebutuhan akan fasilitas perparkiran bagi kendaraan pribadi tcrus 

mengalami peningkacan sejalan dengan peningkatan jumlah kendaraan. Sehingga 

penyediaan sarana parkir yang disediakan oleh pemerintah maupun pihak swasta, 

yang dalam pengelolaannya dilakukan oleh suatu badan pengelola parkir swasta 

yang menjanjikan pcndapaLan atau pcmasukan Stmdiri. 

Dalam lingkup usaha perparkiran ini terjadi hubungan hukum baik antara 

pemilik lahan yang menyediakan area perparkiran (Pemilik Pcrparkiran) dengan 

badan pengelola parkir (Pengelola Parkir) maupun antara pengelola parkir dcngan 

pangguna fasilitas perparkiran (Konsumen Parkir). 

Sedangkan hubungan hukum antara pengelola dan konswnen parkir hingga 

saat ini masih terdapai perbcdaan pendapat didalam masyarakal tcnnasuk para 

praktisi hukum, hingga saat ini sangat berdampak pada kepastia.'1 perlindungan 

hukum terhadap konsumen parkir. 

Namun demik.ian merupakan suatu kcharusan bagi pengelola parkir untuk 

memberikan kenyamanan dan keamanan bagi konsumen parkir dan kendaraannya 

sebagai timbal balik atas biaya ts.rif parkir yang t�lah ditetapkan kcpada 

konsumen. 

Biaya tarif parkir tersebut biasanya sudah ditentukan oleh pihak pengelola 

parkir di dalam suatu karcis parkir (bukti parkir) yang diberikan kepada 

konsumen. Dalarn bukti parkir tersebut selain mencantumkan mengenai biaya tarif 

parkir, pihak pcngclolajuga sering mencantum.kan klausula eksonerasi. 
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